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Indonesia adalah negara berdaulat yang berlandaskan pada
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan tujuan utama

untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Sebagai

negara kesatuan yang betk publik, Indonesia menerapkan

jengkal tanah

P e ublik e u Bamb Yudhoyono,
menges n n ril@ ahun 2 tentang Desa
pada 1 SPMWON‘Ung-Ra@i ﬂﬂﬂ perspektif

baru tentang

pentingnya peran Desa sebagai bagian integral dalam perjalanan



sejarah Bangsa Indonesia.

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa,

"Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah

tertentu dan memiliki kg Riuk mengatur serta mengurus

epublik Indonesia." Dalam Undang-Und
desa dibl@ll kewenangan untuk mengatur dan men
an desanya sendiri, yang tercantum da

htakan bahwa "Kewenangan desa meli

Sesuai dengan K

undang f8iebut icapai

desa yarigiihafiill dan deRioRa i
fondasi Ji@illo k a int@lién dan
pemban Jhiadfgien SNm&Rr R y ide dn =@, dan

sejahtera. Dalam mencapai tujuan ini, peran pemerintah desa

sangat penting dalam meningkatkan kualitas desa. Pemerintah
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desa adalah pelaksana utama dalam upaya peningkatan
kualitas desa, sehingga desa dapat menjadi makmur dan

sejah'[era.2

Pasal 78 ayat 1 g pahwa tujuan pembangunan
desa adalah unt i aan masyarakat desa

inan melalui

ebutuhan dasar, pembangunan inf uktur desa,

ngan potensi ekonomi lokal, dan pemarji@atan sumber

serta lingkungan secara berkelanjutan.

lapatan desa, yang kemudian menjadi angan atau

memiliki tujuan penggunaan yang jela

untuk

U
melalui B8y itas yang
ditetapk 8il®leh tah Provinsi,
dan perfiidiBustN O R O G O

Sumber pendapatan desa yang kemudian menjadi keuangan

atau dana desa memiliki tujuan yang jelas dalam penggunaannya.

2
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Secara umum, tujuan penggunaan dana desa adalah untuk
belanja desa. Penting untuk dicatat bahwa pendapatan,

pengeluaran, dan pembiayaan desa merupakan bagian integral dari

APBDesa. Tujuan utama g a desa adalah untuk

bangunan
epala desa belum
sepenu h masyarakat

untuk te

DER kG oPhA Dl B EsddED hal
perkembangan pembangunan yang mulai maju, namun di sisi lain

juga terdapat kekurangan. Salah satunya adalah masalah dalam
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pemeliharaan pembangunan yang telah ada, sepertikondisi
irigasi yang tidak terawat, dipenuhi sampah, dan ditumbuhi rumput

liar, sehingga irigasi tersebuttidak berfungsi dengan baik. Selain

itu, terbatasnya dana yang enjadi hambatan besar.

al, bahkan
terhenti. i, pendidikan,
dan laya gelolaan dana
desa bel ang
eningkatkan

ilah yang

Hal ini mempengaruhi upa meningkatkan ekonomi,

pendidi da d y n oleh
masyar s ape g berkel tan menjadi

sulit terc ai.o N 0 R O G 0

Kesejahteraan masyarakat Desa Karangpatihan sangat

dipengaruhi oleh pembangunan sarana dan prasarana yang
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dilaksanakan sesuai amanat Pasal 78 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pembangunan

infrastruktur sepertijalan, jembatan, fasilitas air bersih, dan pos

erbatasan anggaran, pemeliharaafii@silitas, dan

asyarakat. Permasalahan yang munc

pembangunan desa dapat lebih opti dalam

an kesejahteraan masyarakat, khususri§@ melalui

Siyasah Maliyah yang menekankan tr@h$paransi,

if wa embangunan.

in teori Siyasah

desa be bertanggung

jawab. nlandasan

teoritis LPk wuwaﬁnﬂaﬂewaﬂsa yang
sesuai dengan syariat Islam, serta menitikberatkan pada

kebermanfaatan yang merata bagi masyarakat desa.



Prinsip Siyasah Maliyah, yang menekankan pada keadilan,
transparansi, dan kebermanfaatan dana secara merata, belum

sepenuhnya diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini

menghambat upaya pemBb ang sesuai dengan nilai-nilai

syariat dan kebutyk Keterbatasandana desa
menjadi ha

program g i i S turdi Desa

berjalan maksimal, serta adanya ketid

tuhan pembangunan dan anggaran ya

wargad

mengid ikasi enulis tertarik

untuk mgkug Mtlgerﬁt&aﬁen gkat judul

“PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA KARANGPATIHAN

KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGOBERDASARKAN

z ~
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UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
DAN SIYASAH MALIYAH" Dengan tujuan memajukan sarana

prasarana dan kesejahteraan rakyat yang ada di Desa

Karangpatihan.

B. Rumusan Masa

1. a pelaksanaan pembangunan k
kat desa karangpatihan Perspektif Un@@hg Undang
b Tahun 2014 tentang Desa dan Siyasa

2. ana pelaksanaan pembangunan sarafi@ prasarana

rangpatihan Perspektif Undang Undan@fiomor 6

014 tentang Desa dan

2. Un pél@ksanaang@@mbangunan

sarana’prasara sa Rarangpatinan perspeKtf Undang

UndaFg.no‘n;!r 6%un O‘Iﬁa'ntQnga%yaséh

Maliyah.
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D. Manfaat Penelitian

1.

Manfaat Teoritis

I

a. Untuk menerap u dan teori-teori yang telah

dipelajari ' ontribusi pemikiran dalam

gangan ilmu Hukum T3 Rgara, khususnya

g berkaitan dengan Undang-Unda omor 6 Tahun

014 tentang pembangunan desa dan Si&sah Maliyah di

)esa Karangpatihan, Kecamatan Balong@€abupaten

onorogo.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat @&njadi bahan
sebagai

na pada

aﬂerﬂa dﬂapﬂdﬁ rﬁbﬁn kontribusi

dalam pengembangan ilmu, khususnya pada jurusan

Hukum Tata Negara.

2
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E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini bertujuan untuk memperoleh

pemahaman mengenai topik y@&ng akan dibahas dalam penelitian,

sertamembandingkang aclitian-penelitian

sebelumnya, un enghindari duplika kesamaan dalam

dilakukan. Berdasarkan infor ang berhasil

oleh peneliti, beberapa data yang rel@¥ian dengan

i telah ditemukan, di antaranya:

ama, Skripsi yang ditulis oleh Rini Ari

Islam Negeri Sumatera Utara Medan p@@latahun 2021
bran Badan
asyarakatan

an Kabupaten

ah terbukti

dengan adanya beberapa® & yang telah berdiri, seperti

an DI ting,
/ ng, dan i elain itu, BUM
Desa ju rpe

perdaga
potensi BnomMranBgugnﬁgkﬂn

kesejahteraan sosial. Peran BUM Desa Madani dalam

lembag

meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Melati, dari perspektif

2

—
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Siyasah Maliyah, menunjukkan bahwa dalam
pengelolaannya, BUM Desa Madani telah menerapkan prinsip-

prinsip siyasah maliyah. Salah satunya adalah dengan membentuk

lembaga untuk mengelolg D desa dengan prinsip

lembaga keuangan, yaitu Baitulmal, yai@ bertugas

etiap harta benda kaum muslimin.

psi ini memiliki kesamaan dan perbeda

ang telah dilakukan oleh penulis sebel

terhadapReran Ba hail| i
Ekonom kata i i
Kecama i). Sementara

itu, pen n W NI ﬁ lRolﬂ rc# bﬁdul

“Pelaksanaan Pembangunan Desa Karangpatihan, Kecamatan

Balong, Kabupaten Ponorogo dalam Perspektif Undang-Undang No



6 Tahun 2014 tentang Desa dan Siyasah Maliyah”.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Dinda Ayu Trisnawati

mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampeltahun 2023

kan berbagai potensi ekonomi, kelemb

ian, serta sumber daya alam dan sumbgftiaya manusia,

an untuk meningkatkan kesejahteraarfillasyarakat

n wisata Dewi

dalam raggka meni an .
Masyar emili
kategori p e n peraturan

BUMDesPaltjkthﬁncRdiﬂ yG bﬁranselaku
badan sosial (social institution) dan menguntungkan (commercial

institution).

L
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Skripsi ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan
penelitian penulis. Kesamaannya terletak pada fokus pembahasan

mengenai desa dan teori yang digunakan, yaitu Figh Siyasah

Maliyah. Namun, perbed ctak pada peran Pemerintah

erintah Desa
hsus BUMDes

ementara itu,

g Kabupaten

un 2014

Tentang

Kesejahtggaan Um are
Bendo K age
bahwa el a

Bendo, Ippﬁ I\Netﬁ)aRaWOGsaw terbantu

dengan adanya aplikasi Sistem Manajemen Desa yang

mempermudah alokasi dana untuk kesejahteraan umum



masyarakat, terutama dalam pemberdayaan masyarakat,
pembinaan masyarakat, dan pembangunan desa. Dalam konteks

pengelolaan dana desa menurut fikih Siyasah Maliyah, dana desa

dapat dikategorikan dalarg Baitulmal, yang mencakup

pengeluaran untu arakat, sepertiuntuk

orang fakir , profesionalisme tentara, P@llingkatan supremasi

dlayaan sektorpendidikan untuk méf@iptakan sumber

Sia yang bertakwa dan berilmu pengetafiian,

n gaji pegawai dan pejabat negara, pe bangan

infrastrulilr dan sarana fisik, peningkatan kesehaf@l masyarakat,

serta mellljudkan kesejahteraan umum dan pemé&f@taan

jana desa

pektif fikih Sk

am kategori

yang m

perbeda
Jose dal i an Fkih
shessh PSR IR BP0 ™
Kesejahteraan Umum Masyarakat Di Desa Bulugedeg Kecamatan

Bendo Kabupaten Magetan”. Sementara itu, penelitian yang akan
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peneliti teliti yaitu “Pelaksanaan Pembangunan Desa
Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Dalam

PerspektifUndang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan

Siyasah Maliyah”.

F. Metode Pg

nis penelitian dan Pendekatan Penelitié

penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dald@il penelitian ini

ah penelitian deskriptif kualitatif dengaflpendekatan

p

b. PO R O G O

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini adalah pendekatan studi kasus, yang berarti

N 2 N
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penelitian dilakukan secara mendalam dan terperinci
terhadap suatu kasus tertentu. Dalam konteks penelitian

kualitatif, studi kasus digunakan untuk memahami

fenomena dalam a yang sebenarnya terjadi di

erperincitentang realitas sosial serta b@fbagai peristiwa

) terjadi di masyarakat yang menjadi objék penelitian.

hadiran Peneliti
penelitian ini, penulis berperan sebag@l pengamat
lis melakukan

u Pemerintah

DES& Karandp@tihan,
t go. Kargl@tempat ini
meruB(alﬂakNoﬂ DR @gﬁhﬁng dikelilingi

bukit-bukit dan permasalahan akses air bersih memberikan

tantangan tersendiridalam pembangunan infrastruktur. Alasan



L

penelitimengambil Lokasi penelitian di Desa Karangpatihan
adalah karena desa tersebut kekurangan dana yang terbatas

menyebabkan beberapa proyek dan program pembangunan

tidak dapat dilaksanaks 3 optimal, bahkan terhenti. Hal ini
berdampak pa astruktur, eKe ai, pendidikan, dan

Sehingga peneliti

layanan d ang dibutuhkan masyara

uk meneliti apakah pelaksanaan F

lan Sumber Data

enyediakan

penelitian ini,

i

TP 94 Nangesﬁ' O G 0

b. Sumber Data



Dalam penelitian ini, terdapat dua sumber data yang

digunakan oleh penulis, antara lain:

1) Sumber Data Primer

Sumber.g pakan h data utama atau

YK yang digunakan d@ penelitian. Data pokok

at dideskripsikan sebagai jenis'@&@#& yang diperoleh
ngsung dari pihak pertama subjek pef@litian atau

espondenatau informan. Dalam peneli ini, peneliti

nenggunakan sumber data langsung dasubyek

yenelitian yakni Kepala Desa, PerangkatiBgsa, dan

Varga Desa Karangpatihan Kecamata

g elzﬁanzﬁlpeaangunan

5. Teknik Pengumpulan Data

Desa.
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Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan
tahap yang sangat strategis, karena tujuan utama penelitian

adalah mengumpulkan data. Penelitimencari, mengumpulkan,

dan menyusun data sg atis, dengan data yang

diperolehdari y sumber lainnya,

Observasi adalah cara yang digunaks
engumpulkan data melalui prosespe

encatat segala fenomena dan peristi

k mencari

Dalam obse Peneliti mengamati fakta-fakta

n eb ny, elaksanaan
unan K gp@tihan Ke atan Balong
bup )

PONOROGO
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b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang

melibatkan pemberian serangkaian pertanyaan terkait

ang telah ditentukan. Jenis

penelitian kep

ategori wawancara mendalam. Pelak

eksibel dibandingkan wawancara terstfliltur, meskipun

etap mengikuti alur topik pembicaraan

itentukan. Dalam penelitian ini, penulisi@kan melakukan

awancara di Desa Karangpatihan, Keca@lihatan Balong,

Kepala Desa,

pulkan data dan informasi

an gambar
ntuk | n, at me ikan informasi
ngr n alam peR@fitian.

PONOROGO

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data

yang relevan dan kemudian meninjaunya untuk



memperolehinformasi yang diperlukan dalam
penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan

untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil

wawancara yang an oleh peneliti.

6. Analisi

Noe hadjir mengemukakan bahwi@@galisis data

merup@kan upaya untuk secara sistematis man@liti dan

men( r catatan dari wawancara, dokumentaiidan sumber

lainny@ dengan tujuan untuk meningkatkan peffi@haman

penelitfterhadap kasus yang diteliti sertamen an temuan

i oleh orang

tersePllit sebagai kesimpulan yang dapat dipah

lain. § n kita harus

ari arti dari
atatan hasil

observasl; wa cningkatkan

pesfaiaman pe pang dite

menygaijikannya [ in. Sedangkan
untu nj is perlu
dilan n

ABsi@taNaﬂnﬂnGIitﬁ-bﬁgsung selama

proses pengumpulan data dan berlanjut setelah pengumpulan

data selesai dalam jangka waktu tertentu. Selama wawancara,

—
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penelitimenganalisis tanggapan informan. Jika hasil
analisis menunjukkan bahwa jawaban respondenkurang

memadai, peneliti akan mengajukan pertanyaan tambahan

hingga batas tertentu mperolehdata yang lebih

lengkap dan dg

Jumlah dataya ulkan di lapangan cenderung

di t dan rinci.
lannya u ng peneliti
jadi ju rolehakan

aklm stQ BY ﬁkga itu, analisis
data melalui reduksidata perlu segeradilakukan untuk

mempermudah pengolahan dan pemahaman terhadap data

N 2 N



yang terkumpul.

Mereduksidata berarti merangkum, memilih informasi

yang penting, memfokuskan pada hal-hal yang relevan, dan

mencari tema atg puncul. Dengan demikian,

reduksi dai gambaran yang lebih

i perangkat,

eduksi data dapat didukung oleh berbg

rtikomputer, notebook, dan alat lainnya®alam proses

2duksidata, setiap peneliti fokus pada an penelitian

n’gdaﬂ Mmg lﬁ ijg'.&ata‘;nelltl dapat

mendiskusikan temuan-temuan tersebutdengan teman atau

pihak lain yang dianggap memiliki pengetahuan terkait

] 2



masalah yang diteliti. Diskusi ini dapat memperdalam
pemahaman peneliti serta membantu mengurangi jumlah

data, sehingga hanya data yang memiliki nilai penemuan

dan relevansi untuk bangan teoriyang tetap

Data (Penyajian Data)

g kompleks,

Reduksi data adalah prosesberpiki

) memerlukan kecerdasan, fleksibilitas, wawasan

j mendalam. Dalam melakukan reduksid@ta, peneliti

)t mendiskusikan temuan-temuan terse

in atau pihak lain yang dianggap me
memperdalam

angi jumlah

n, lang ketiga dalam

a |si36ata adala Hari&arﬁenguji
kesimpulan. Kesimpulan awal yang dihasilkan masih

bersifat sementaradan dapat berubabh jika tidak ditemukan
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bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data
berikutnya. Namun, jika peneliti kembali ke lapangan untuk

mengumpulkan data dan menemukan bahwa kesimpulan

awal didukung olej kti yang valid dan konsisten,

maka kesi anggap sebagai

yang dapat diandalkan d@

Kesimpulan dalam penelitian kuali bisa saja

alah yang

jawab atau tidak menjawab rumusan

kan pada awal penelitian. Hal ini dikaré@li@kan,

masalah

gaimana dijelaskan sebelumnya, rum

penelitian kualitatif bersifat sementd@dan

li lapangan.

ngan sebab-

a
n nik tria asi untuk

mengBr@litNaOriaﬂ;l@iIﬁar@gan cara

memverifikasi data yang diperoleh dari berbagai sumber,

menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda, serta
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mengumpulkan data pada waktu yang berbeda. Triangulasi
mencakup beberapa pendekatan, sepertitriangulasi sumber,

triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

Pada penelitian ini, peng arapkan dua jenis triangulasi,

yaitu triangulasj per dan triang iteknik, untuk

dﬁdeﬁn ﬁr)gﬁakan beberapa

teknik, sepertimembandingkan informasi dari berbagai

sumber, melakukan wawancara, serta memeriksa dokumen

N 2 N



pendukung yang diberikan oleh informan. Buku yang
ditulis oleh Sugiyono mengenai metode penelitian

memberikan wawasan yang sangat berharga tentang

penelitian kuantitati if, dan R&D. Buku ini menjadi

referensiya i gnemperdalam

dn mengenai konsep-kons®

enis penelitian tersebut

G. Sistem@tika Pembahasan

Sistefi@tika pembahasan adalah urutan atau s

n dalam sebuah penelitian yang disus@ilil#secara teratur

pembah

agar mu sistematika

pembaha

BAB I: PENDAH

menpjelaskan n pa i di
o] a rkal
r a ji penelitian,

'[LPFI ﬁeli'ﬁyﬁmﬁaﬁmﬁudﬁi sebuah

penelitian, manfaat penelitian yang merupakan kegunaan

penelitian yang dimaksud bukan hanya untuk pribadi
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peneliti, akan tetapi untuk para pembaca juga. Kemudian
kajian pustaka menguraikan tentang penelitian terdahulu

yang sejalan dengan tema penelitian ini dan kajian pustaka.

Dibagian terakhirh 8 metode penelitian yang

digunakan p 0 penelitian dan
a penulisan yang dimaksutig@is, agar pembaca

‘tahui susunan atau alur penelitian®

BAB II: HEMIBANGUNAN DESA DALAM PASAL UNBEINGUNDANG

NOMOR@NAHUN 2014 TENTANG DESA DAN SIYASAH MALIYAH
B@Hsi kerangka teori atau landasan teori yafil@lmemuat

kaRSep-konsep tentang Figh Siyasah Maliydilan Undang-

u salllandasan
digunakan

siala --..._

BAB |1

KARANGRATIHAN ; ATEN PONOROGO

cparﬂalﬂﬂ,ﬁjuﬁaﬂ tﬁnﬁ Kemudian

disusun, diklasifikasi, dan diinterpretasiuntuk menjawab

rumusan masalah yang telah ditetapkan, sehingga tampak
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jelas dan rinci.
BAB IV: ANALISIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO

DALAM PERSPEKTIF UND4 ANG NO 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA DA
bahas tentang penerapa dang-Undang
6 Tahun 2014 mengenai desa dald
ngkatkan kesejahteraan masyarakat s¢

bangunan desa di Desa Karangpatihan

ng, Kabupaten Ponorogo, dari perspekt

gan

Bab ini merupakan utup yang menyajikan

O

sebelumnya. Jumlah kesimpulan akan disesuaikan dengan
jumlah rumusan masalah yang ada. Selain itu, bab ini juga

menyajikan saran-saran, yang merupakan pendapat atau

N 2 N
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usulan yang bertujuan untuk memberikan kontribusi positif

serta mendorong perubahan yang baik di masa depan

hkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahfifl}2014 Tentang

jutnya disingkat UU Desa,) merupakan j@vaban dari

ti kembalinya
ngaturan

if, UU Desa

ikal berada di

nilai-nilai al ser o)
dalam p a n de
member, k n

dari yaanﬂnNerﬁde Iﬁnﬂawerintah

daerah (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) diubah menjadi

dalam kewenangan pemerintah desa, dengan demikian UU Desa



]

telah melembagakan kewenangan pembangunan skala lokal
desa dimana pemerintah desa merupakan institusi lokal yang

otonom dalam penyelenggaraan pembangunan desa.

Meskipun UU Desag mberi suatu kerangka regulatif

bagi terlaksananyg €spembang( desa secara mandiri mulai

dari tahap pg anaan, pelaksanaan samp@liengan evaluasi
amun UU Desa tidak mampu menjadi

asalahan dan tuntutan yang selama i

dnya otonomi desa besertasegala ha

likinya, khususnya dalam pembangung@flldesa. Bahkan
distorsi

stitusi yang

pelimpahan kewenangan ke
Kabupaten/

merenc
awalnya kewe
Kotanya atlda ar- ar merup anEeIim han

kewenangan seutuhnya pemerl nta desa masih harus mendapat

persetujuan dari Bupati/Walikota dalam hal penetapan kebijakan

pembangunan desa, ditambah lagi pemerintah desa dalam proses

2 -



penyelenggaraan pembangunan disibukan dengan urusan
administratif yang merupakan pelimpahan urusan dari pemerintah

dan pemerintah daerah sehingga berimplikasi kepada desa yang

masih dibayang-bayangi ganisasi vertikal dibawah
pemerintah daera
adanya klausul yang me akan pengakuan

atas kerag@mfian kapasitas desa yang ada, pada

li Indonesia memiliki kapasitas yang b@feda dalam

an pembangunan desa, di satu sisi tef@@at desa yang
esa maju dan desa mandiri, namun di Si8l lain mayoritas
desa yan@&ada berstatus desa sangat tertinggal dz:
tertinggd i imPlikasi kepada
output pelibangunan | li@sing-masing

menghasilkan

keterbatasan dimungkinka

pemban n
desa be t artisi
dalam mérencana N n()

a

y
c a
O

pembangunan

i kewenangan
kR' ab pG nannya secara
mandiri.

Ketiga, masyarakat desa yang ditempatkan sebagai subjek

pembangunan desa yang berhak turut sertadalam

2 -



penyelenggaraan pembangunan, nyatanya tidak dilibatkan
dalam keseluruhan proses pembangunan desa, terlebih lagi dalam

prosesevaluasi pembangunan masyarakat tidak dilibatkan untuk

menilai hasil dari pembang 2sa yang telah dilaksanakan,

desa mulai dari tahap perencanaan sa

mbangunan, sedangkan pemangku kep@#tingan lainnya

ran yang beragam, bahkan di beberapa

an, keterlibatan pemangku kepentingafillainnya menjadi

minim, h i Sal dari
lam UU Desa

dan partisipatif.

konstruksi pemahaman yartg

khususn al

desa ag r a seb

seutuhn alam j p unan guna

ORO

mencapai kesejahteraan dan peningkatan kualitas

masyarakat desa dapat terwujud. Pemahaman tersebut pada

akhirnya akan membentuk urgensitas terhadap revisi UU Desa yang

2 -
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ada dengan didasarkan kepada konstruksi permasalahan

yang dikaji tersebut

Sepertiyang dijelaskan oleh pasal berikut ini ;

an sarana dan prasarana Desa, pengeffliangan potensi

kal, serta pemanfaatan sumber daya al@i dan
secara berkelanjutan.

embangunan Desa meliputi tahap peré

gbersamaan, ke

tahun 2
mendifi
meningk s hidup
dengan penanggulangan gnis inan%gﬁa

penanggulangan terkesansebagai upaya sementarakarena

menanggulangi kemiskinan dengan pemenuhan kebutuhan dasar,

2 -



pemb angunan saranan prasarana, pengembangan potensi
ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan

lingkungan hidup adalah upaya yang berkelanjutan.

Selanjutnya pasal erkait dengan pengelolaan,

Pengelolaan pemk diurai kedalam ayat 3

Kebersamaan, kekeluargaa

mengedepa

gotong royong

perdamaian

emerintahan,

kepentingan masyarakat pat berdasarkan prakarsa

masy at a ra al yang diakui
dand m si p rifii@han Ne Kesatuan
Republik Indonesi
PengeE:m ga cﬁsg peﬁmgsmtliblud‘a:y! dapat

diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu

dan antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak

2
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kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara
langsung dengan alam. Dalam pasal 1 ayat (3) UU Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Desa, dikatakan bahwa pemerintah desa

adalah Kepala Desa atg isebut dengan nama lain

miliki keistimewaan dibanding dengan K@lurahan atau

aerah lain, sebab desa memiliki pemerifi@han yang

m dan berotonomiasli. Hal ini tercermii@@ari UU Nomor
6 Tah a adalah desa
in, selanjutnya

yang memilki

hak tr
peme
Dengan‘demikia a ili

PONOR

dan mengrus rumah tangganya se

ak ‘Gtonomi untuk mengatur
nEiri. Salah satu bentuk
otonmi desa adalah memilih pemerintahnya sendiri melalui

pemilihan kepala desa. Selain itu desa juga berwenang membuat
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peraturan sendiri yang tertuang dalam Peraturan Desa. Peraturan
Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan

oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama

Badan Permusyawaratz

2. Ruang Lingk bangunan B

dikusoemo dan Hatta Sastra Mihardja,
lah berasal dari perkataan “Sanskrit” y

asal atau tanah kelahiran.

kesejahteraan lahir ('8

panc ya 0 sa.” jut Ndraha
menj k hwa a pl i utam fenisi tersebut
yaitu

O . G Remampuan

optimal manusia, baik manusia maupun kelompok

ceri dan spiritual berdasarkan

(capacity).



2) Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya

kebersamaan dan kemerataan nilai dan kesejahteraan

(equity).

3) enaruh kepercayaan kepada

Pembangug

masyara ya sendiri sesuai

Kemampuan yang ada pada epercayaan ini

atakan dalam bentuk kesempatanya

yebasan memilih, dan kekuasaan untuk

powerment).

Pembangunan berarti membangkitka

k membangun secara mandiri (sustai

g Nomor 6 tahun 2014 tentang
s a h upaya

k upanu sebesar-

besi[ya ﬁej arak de&sekﬂ'utnya

dijabarkan pada pasal 78 UU No 6 Tahun 2014, bahwa

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta
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penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan
dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa,

pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan

sumber daya alam dg agan secara berkelanjutan.

Agar pembang seluruh

R) oeNaﬁeRnﬁnﬁao

(3)  Peningkatan ketrampilan dalam berproduksi

pengembangan lapangan kerjadan

] 2



lapangan usaha produktif.
(4) Peningkatan prakarsa, dan

(5) Penguatank bagaan.

c. Ruang ling giitesa, yaitu:

Smbangunan sarana da
Pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan sumber daya alam d@ll sumber daya

manusia.

Penciptaan lapangan kerja, keserfiatan berusaha,

n

an pedesaan

landasan bagi ketahana ional seluruh rakyat

Indo a. Itu, m juan pembangunan
des p an b n i berbag@ll aspek
kehiﬁan ik ﬂekﬁolrﬁ'poﬁ e@orﬁosial, budaya

dan agama maupun dalam aspek pertahanan dan

keamanan.Melalui pembangunan desa diupayakan agar

masyarakat memiliki keuletan dan ketangguhan yang

N 2 N



mengandung kemampuan mengatasi berbagai masalah dalam
kehidupan.

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kualitas sumber

daya manusia, terma piaan iklim yang mendorong

tumbuhnya prg arakat desa. Penduduk

an sebagai objek pembangunan, karen

uk di pedesaan dilihat dari aspek kualit

an pemberdayaan. Sebaliknya sebagai

pedesaan mgé

pembangunan yang dip

mas ka e
untu un m a
desa Merupaka ajioan

PONOR

dalam usaha memeca Ean masalah sosial ekonomi negara.

Otonomi desa mempunyai peranan yang strategis ketika semua

sedang mengusung ide pembangunan yang berbasis
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kerakyatan/masyarakat, pemberdayaan. Desa adalah basis
masyarakat dengan segala problematiknya. Kemiskinan ada di

desa, akan tetapi di desa pula basis sebagai potensi bisnis

ekonomi, sebagian beg duk Indonesia juga tinggal di

N sistem

nan nasional. Desa memegang perandfi@enting dalam

gunan nasional. Bukan hanya dikaren@k@n sebagian

akyat Indonesia bertempattinggal di de§@j tetapi desa

rikan sumbangan besar dalam mencipt@kan stabilitas

bagian dari

lenteri Dalam Ne ahun 2014,

kegiatan yang diseleng

meli dan unsur
rapa dan
pen asian er a am rangkd mencapai

tUJuan pembangunan ! esa. !Tlm Penyusun Kementrian Desa,
PDT dan Transmigrasi: 2016). Perencanaan pembangunan

desa dilakukan secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai

N 2 N



dengan kewenangannya (Pasal 63 ayat 2 PP 72/2005 tentang
Desa ). Oleh karena itu dibutuhkan suatu visi dan cita - cita

bersama yang dimuat dalam bentuk dokumen politik desa,

gah Desa (RPJM Desa). RPJM Desa addl@h dokumen
anaan untuk periode 5 (lima) tahun yangiihemuat
dan arah kebijakan pembangunan Deg@arah kebijakan
AN, yang
n untuk

5 desa dan

pem u k P
72/ ). Desa u d Rencana
Kerjar.m%g N DO (R esd) sekaliguS dengan

penganggarannya dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APB Desa).



]

B. Siyasah Maliyah

1. Pengertian Fikih Siyasah

Kata figh berasal dari faqgaRka-yafgahu-fighan. Secara bahasa,

annya. Figh merupakan bentuk masf dari tashrifan

ha-yafaghu-fighan yang berarti pemahafflan yang

am dan akurat sehingga dapat memah@ii tujuan

dan atau tindakan tertentu. Secara etifil@logis (bahasa)

)lah keterangan tentang pengertian ata@@®aham dari

yang

dan perbuatan.

butkan “figh

pai kepada

kedaEr‘naﬂ.N 0 R O G 0

Lebih lanjut secaraistilah, menurut ulama-ulama syara’ (hukum



Islam), figh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang
sesuai dengan syara’ mengenai amal perbuatan yang diperoleh

dari dalil dalilnya yang tafshil (terici, yakni dalil-dalil atau

hukum-hukum khusu mbil dari dasar-dasarnya, al-

Quran dan Sun# istilah adalah

gan hukum

2nalaran dan ijtihad. Figh disebut juga ¢

arena figh bersifat ijtihadiyah, pemahaffi@n terhadap

dan

syara’ tersebutpun mengalami peruba

bangan sesuai dengan perubahan dan

tujuapesiyasah

atas

meanL@beNa[ﬁn @gG nﬂurus,

memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan

dan politik, artinya mengatur, mengurus dan membuat

—
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kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk
mencapai suatu tujuan adalah siyasah. Secara harfiah kata as

siyasah berarti: pemerintahan, pengambilan keputusan,

pembuatan kebijaka an, pengawasan, perekayasaan

dan artiartilaig

Secara g

ologis, Abdul Wahhab Khalla@mendefinisikan

dangan yang

asah adalah pengaturan perundant

an untuk memelihara ketertiban dan ke

engatur keadaan. Lebih lanjut pengerti

segala perbuatan yang membawa ma

(bahkan)

gjengan cara

poIitBa&eNrt@nRar@aerr@mgatur

kehidupan atas dasar keadilan dan istigomah.

Pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung

N 2 N
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persamaan. Siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus
manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegaradengan

membimbing merekakepada kemaslahatan dan menjauhinya

dari kemudaratan.

Slam yang membicarakan pengaturaf@@ian pengurusan

Dban manusia dalam bernegara demi mefi€apai

1h siyasah ini,

ahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam

ujtahid menggali sumber-sumberhuk@ii Islam, yang

ung didalamnya dalam hubungannya ¢

rdna SR AP ROG O

2) Siyasah Tasyri'iyyah Syar'iyyah (Politik Hukum).



] L

3) Siyasah Qadha’iyyah Syar'iyyah (Politik Peradilan).
4) Siyasah Maliyah Syar’iyyah (Politik Ekonomi dan Moneter).

Siyasah Idariyah Syaaikyah (Politik Administrasi Negara).

uliy iyasah
bungan erdataan
antaﬂ/aweﬁa Winﬁnwaﬁ)u@muslim yang
bukan warga negara. Di bagian ini juga ada masalah politik

peperangan (Siyasah Harbiyyah), yang memuat etika berperang



dasar-dasar yang diizinkan berperang pengumuman perang,

perang melawan, dan genjatan senjata.

Ketiga (3): politik keuangan dan moneter (Siyasah Maliyah),

yang antara lain meg Der-sumberkeuangan negara,

pos-pos dan a negara, perdag internasional,

/ hak-hak publik, pajak dan p

mam lbn Taimiyyah, meringkasnya jadi empat

kajian, yaitu siyasah ghadaiyyah (peradildn), siyasah

ah (administrasi negara), siyasah maliyy@h (ekonomi

neter), dan siyasah dauliyyah/siyasah Ki@rijiyah

jan internasional). Sementara Abd al- hab Khallaf, di

yah lebih

pendapat dalam mé

pem@@@ian f] :
dise a n men;j i :
1) Pali#k per - i ah) meliputi

wde ONOROGO

a) Pengkajian tentang penetapan hukum (tasyriyyah) atau



Legislatif.
b) Peradilan (gadha’iyyah) atau yudikatif.

c¢) Administratif pemegiikahan (idariyyah) atau eksekutif.

2) Politik luar neg a) meliputi tentang :

gan keperdataan antara warg@iiegara yang Muslim
gan warga negara non-Muslim yand
bangsaan (al-siyasash al-duali al-khas

rdata internasional.

dan negara

u disebut juga

kajian figh
sa&nﬂdeﬁ nﬂargl ﬁh p!;!edaan ini
tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersikap teknis.

Menurut Imam alMawardi, di dalam kitabnya yang berjudul

2 -



al-Ahkam al-Sulthaniyyah, lingkup kajian figh siyasah
mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang siyasah

dusturiyah (peraturan perundang-undangan), siyasah

Maliyah (ekonomi d ter), siyasah gadha’iyyah

W perang) dan siyasah

2.

maliyah bermakna harta benda, kekayd@h, dan harta.

ena itu siyasah maliyah secaraumum di@ftikan sebagai

ah yang mengatur mengenai keuangargliggara. Siyasah

quran, nah

khula

Maliy

isIam,Putﬂ sNalﬂ)i Rla“acﬂ.w.@h siyasah
maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam istem

pemerintahan islam karena menyangkut tentang anggaran



pendapatan dan belanja negara.

Fikih Styasah Maliyah yang mengatur hak hak orang miskin,

mengatur sumber mata air gtau irigasi dan perbankan. Hukum

Pe

di madinah.

atau harta

amph €N O R O G O

3. Sumber Hukum Fikih Siyasah Maliyah

a) Al-Quran



Secara etimologi al-quran adalah bentuk masher dari kata ga-
ra-a se-wazan dengan kata fu'lan yang artinya bacaan;

berbicaratentang apa yang ditulis padanya; atau melihat dan

menelaah. Kata qur; kan dalam arti sebagai ma,a
kitab yang di s NaBBlduhamaad Saw. Untuk

urut Al-amidi Al-

an sebagai sumber hukum fikih bahwa um syara’

kehendak allah tentang tingkah laku

Allah Swt.

dikatakan bahwa pembuat hukum ada

ketentuanya itu terdapat dalam kump wahyu-Nya

kan bahwa

mePk“ Nawnﬂrtﬂnﬂde@n alquran. Dan

dari sini bisa mengambil sumber hukum selain alquran tetapi

tidak boleh menyalahi yang diterapkan di dalam alquran.



Kebijakan alquran dalam menetapakan hukum mengunakan

prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan

fikih Styasah Maliyah sumber alquran §@bagai sumber

hu . Dimana dalam mnyelesaikan masalafiffentang

gan Negara dan pendapat Negara.

rut bahasa, B@Fati al-jadid

sesuatu yang

hacha hllm;\ugrbﬁp&pﬁala memberikan

pengertian tentang hadist. Di kalangan ulama hadist sendiri

ada beberapa defenisi salah satu dengan lainya sedikit

2 -



berbeda. Ada yang mendefenisikan.

“Segala perkataan Nabi saw, perbuatan, dan hal ihwalnya”.

Kedudukan Hadis Nabi sebagai sumber otoritatif ajaran Islam

aui kehendak
atan dan takrir
at islam
at-ayat al-

ng secara

pada Allah dan

gbagai penjelas

payan) terhadap 4 tetapi dalam melihat

uIaFIaﬂa.Nar@s R,w@a Gg @apkan oleh

hadis itu pada hakikatnya adalah penjelasan terhadap apa

yang disinggung oleh al-Qur'an secaraterbatas. Pada dasarya

N 2 N



hadis Nabi berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam al-
Qur'an dengan segala bentuknya sebagaimana dijelaskan

diatas. Allah menetapkan hukum dalam al-Qur'an adalah

untuk diamalkan. Kag m pengamalan itulah terletak

tujuan yang di gamalan hukum Allah itu

dalam @Rtk tertentutidak akan terlakS@la menurut apa

ebelum diberi penjelasan oleh NaBii®an fikih

Aih Maliyah ini sumber hukum dari hadis@¥ang tentang

utan dengan pengelolaan keuangan, p

a dan pengeluaran Negara yang sesuai

hadist yang bersangkutan dengan figiii#éiyasah mliyah

g yang lemah

jihat di jalan

plIasa sepanjang ist Riwayat

llah Azza

Wa Jalla yang dalam n marah kepadanya.' (Hadist

Ri t .
Da h a h damafikih siy maliyah

adP bﬁnﬁg"ﬁgrﬂarﬁké}a Wahkan antara

satu dan yang lain. Keduanya bagaikan dua sisi pada uang

yang sama. Hal itu disebabkan karena fikih siyasah dapat
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dikatakan sebagai suatu ilmu yang lahir dari hasil

pemahaman terhadap hadis Nabi Saw.

4. Ruang Lingkup Siyasah Maliyah

Siyasah Maliyah meryg ang sangat penting dalam

a-cara kebijakan yang harus di amb

monisasikan antara dua kelompok yait@i@rang kaya dan

skin agar kesenjangan diantara mereka#illak melebar.

aliyah mempunyai dua bidang kajian u kajian

ebijakan pengelolaan sistem keuanga

melanggar hukum

sanksinya.

PONOROGO.

mewasiatkannya, menggadaikannya dan memberikan

sebagian dari hak-hak ahli waris.

N 2 N
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loged laoeliz Ipogagl log b 8ld 38,1 pully Bl ullg

ez 363 o Mlg o I oya 114,

Artinya : Laki-laki mencuri dan perempuan yang
mencuri, potong 2 lanya (sebagai) pembalasan
bagi apa yang jak@ ) sebagai siksaan dari
Allah.

ingan demikian hak-hak untuk mend@Batkan warisan

ak-hak mewaris juga membuktikan ad@flya hak milik.

perseorangan ini agar manusia mendg

aslahatan dalam mengembangan hart:

hB bga Mrr!:’punn)@rkﬁlfgfat kebaikan

dalam hati manusia dan memperkembangkan harta

bendanya. Zakat mulai di berlakukan dan di wajibkan

] 2
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kepada umat Islam pada tahun kedua Hijriyah. Zakat
meliputi zakat maal (binatang, emas, perak, biji makanan

yang mengenyangkan, buah-buahan dan harta perniagaan),

zakat rikaz dan zak Kewajiban membayar zakat

dilandaskap 20 ' gh dan [jma’ ulama.

se e

ya : Dan laksanakanlah sholat, tunaikaflgh zakat, dan
lah beserta orang-orang yang rukuk.

Harta zakat yang dikumpukan pemegifitah melalui

aga amil didistribusikan kepad orang-@f@ng yang
Ak, i melipuitinhalsiraais i il zakat,

laf, orang ya ah dan ibnu

ljma’ ulama

yang mengingkari zakat ini setelah ia di angkat

di '
3) n
P @NN hRa@g ﬁro@umat Islam

melalui jalan peperangan. Islam membolehkan umatnya

merampas harta musuh yang kalah dalam peperangan.



Pembagian harta ghanimah sudah diatur oleh Allah
dan Rasul-Nya. Menurut Al-Mawardi, ghanimah meliputi

usara (tentara musuh yang berhasil ditawan), sabiy

(tawanan yang bu gl dari tentara, seperti anak-

S e op popot lpol o
9 Jauildo

pOod ol Jewudl ools o

S8l pog

a yang kamu
rlima untuk
iskin dan
da Allah dan
a Kami

d“ﬂ,amdﬂ“ﬂhnggﬂpﬁgﬁiﬁﬁi"ya

Pembagian ghanimah diatur oleh Allah dalam Al-



Qur'an surah AlAnfal 8: 41 yang menjelaskan bahwa
seperlima ghanimah adalah untuk Allah, Rasul, kerabat

Rasul, anak yatim dan fakir miskin. Pembagian ini kemudian

dilakukan oleh Nabi ang Badar. Cara

ari golongan
da mereka,
serta harta
meraka.
ereka

prta

zyah dengan

pB( k@a Ng OGJIR,H &ﬁnﬂ)rang non-

Islam laki-laki, merdeka dan sudah dewasa, sehat, kuat serta

masih mampu bekerja. Jizyah di dasarkan kepada Firman
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Allah di dalam Al-Qur’an surah AtTaubah

1Jo 0zl pogdle 1Js o Vo youpde 1) o3l ool 3

oW ayz o yopuz

RISTRSE RN AR TR NRERARERNERTIE

ot dgizdl lebe g

Artinya : Perangil@h orang-orang yang tidak beriman kepa

Allah dan hari K@hudian, mereka yang tidak mengharamk
apa yang telah gilflaramkan Allah dan Rasul-Nya dan mer
yang tidak bera a dengan agama yang benar (agama
Allah), (yaitu ora

hingga mereka

eroleh dari musuh tanpa
j dan tidak
jbagikan untuk
kan hak Allah,
RPI, @ me, @ nﬂln@ itﬁabﬂeskipun
demikian, menurut ulama-ulama Hanafiah harta fai’

digunakan untuk kemaslahatan umum, sedangkan menurut



L

Syafi'iyah seperlima harta fai’ diberikan kepada orang-
orang yang menerima seperlima ghonimah, dan bagian

empat perlimanya lagi diberikan kepada tentara untuk

kemaslahatan umyg k belanja tentara. Mengenai

fai’ dalam g g ini disebutkan dalam

AL-Q Surah Al-Hasyr 59: 6-7

JQQ-“)JJSB o) &)éd‘ Jbl OP O'Jgu.u_) S oJJ‘ - |f>
1) ¢ Jes

Jouesl pe

yele yedwpdle spo @3l g3 ]9

Hpg pdup clgutldl oo slBs o

093F B

g tildaK memerttura
Allah
crnperikan re asul-Nya termadap siapa
yang Dia kehendak™ Maha Kuasa atas segala
j n Allah kepada
rapa negeri,
k-anak yatim,

rikan Rasul

a? 96 aq angnya
bagimu amg ﬁD er wa kepada Allah.

Sungguh Allah saangat keras hukuman-Nya.

X OT O oW
. Q
=
Q
[©]
=
Q
>
<Q



Prof. Hasbi Ash Shiddieqy menyatakan bahwa di
waktu sekarang pemerintah sudah menggunakan gaji untuk

dibelanjakan untuk tentara, makanan, pakaian, senjata, dan

alat-alat pengang R karenanya militer di masa

sekarang tid dari hasil perang dan

ak bumi yang

empat kali dala

araj yang
? GQ pm‘orgalﬂh Qajﬁg p. Jenis
pertama dikenakan secara proporsional berdasarkan total

hasil pertanian, misalnya seperdua, sepertiga, atau

2 -



seperlima dari hasil yang diperoleh. Sedangkan jenis
yang kedua dibebankan atas tanah tanpa membedakan

status pemiliknya, apakah anakanak atau dewasa, merdeka

atau budak, pere aki-laki, muslim atau non

muslim.

Baitul Mal merupakan sebuah lemb?

) keuangan

q zaman Rasulullah yang dikelola secar@teratur dengan

bagikannya sebagian untuk umat isla

giannya lagi untuk kepentingan pemba

elolaan negara. Batulmal berfungsi se@@gai gudang

elanja negara.

gawasi

Menurut lbn dana yang dikumpulkan di

as dan
ntuk k k. Pem an dan
strib meme rasa keadilan

JE'a.Q NO.BR.Q £3.92

Pembelanjaan dan pengeluaran Negara harus

mempertimbangkan kebutuhan Negara dan warganya

2 -



sebagai berikut :
a) Untuk orang-orang fakir miskin

b) Untuk meningkailan profesionalisme tentara dan

rangka per . anan Negara
meningkatkan suprema

ntuk membiayai sektor pendidikafi@lalam rangka

enciptakan sumber daya manusia yarigbertakwa dan

perilmu pengetahuan yang luas.

) Untuk membayar gaji pegawai dan péj@bat Negara

Untuk mengembangkan infrastruktud@d@&n sarana/

Negara

arakat.
TEapQ &Jﬁranagaﬁnﬂakan langkah

awal yang signifikan menuju kesejahteraan Negara Islam

(welfare state). Kesejahteraan dalam Islam mengutamakan

2 -
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kesejahteraan material duniawi namun tidak
melupakan dimensi spiritual rohaniah. Keduanya sama-

sama penting dan diperhatikan dalam Islam.

Menurut 1B a.dan Ali Ibrahim ada beberapa

gan Negara sebagai

AB |
PELAKSANA E GUN GPATI KECAMATAN
BAL ABUPATEN'PONOROGO
PONOROGO

A. Profil Desa

N 2 N
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1. Sejarah Desa
Setiap desa atau daerah pasti memiliki sejarah yang

merupakan pencerminan dari karekter dan ciri khas tertentu dari

suatu desa. Sejarah desg ah seringkali tertuang dalam

dongeng-dongeng gdiwariskan s@ urun temurun dari

mulut kemul g sulit dibuktikan dengan a. Dongeng-

s mitos tertentu

dongeng t@iSebut sering dihubungkan dengan

yang diafl@0ap keramat, dalam hal ini desa Karand@@tihan juga

| tersebut yang merupakan identitas dafifilesa tersebut

yang akdiituangkan dalam kisah-kisah dibawah

sul Desa Karangpatihan

PadBnﬂhNkﬂaLRla@orG pﬂdari kerajaan

Surakartahadiningrat yang bernama Raden Patih Suryo Kusumo.

Pada saat itu beliau membuka hutan semak belukar di satu
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tempat yang berbatasan dengan Kebupaten Pacitan. Dan
akhirnya meninggal disitu juga dikuburkan di tempat itu. Karena

beliau seorang patih, maka desa ini dinamakan Karangpatihan.

Dan akhirnya kuburan tegg aamakan Siti Inggil dan beliau

disebut dengan sg Mbah Pang Dan masih

h.
i. Euoﬂ'lym (ﬂlnE7Q Zﬁ') 0

j.  Eko Mulyadi (Tahun 2013 sd.sekarang)
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4. Sejarah Pembangunan Desa
Pembangunan Desa Karangpatihan dapat dibagi menjadi

beberapa periode, yaitu:

a. Masa Ponco Babat desa dan perluasan

jalan poros desa

dan sungai.

asa kepemimpinan Sodikromo melanjuiii@n pembuatan

jalan poros d@8a, sungai-

sungai dan s

maka masa
selanjutnya

elanjutkan

bagi air

irigasi.

e. S mim S u pemb 4 dukuh
m satu d@8a
f. ESMMM sRnJLQa IG'anjalan sawah.

g. Masa kepemimpinan selanjutnya jembatan-jembatan



penghubung antar desa.

h. Pada Masa Kepemimpinan Lurah Kardjono adalah

melaksanakan Pemetaan

anah Kas Desa dan Tanah

ada kemaijug

dangkan Masa kepemimpinan Kepala

membangun Kantor dan Balai

er
ama kal

PONOROGH™

1. Masa kepemimpinan Kepala Desa Daud Cahyono yang

ura dan

pal masuk

kedua mulai meningkatkan



pemberdayaan di berbagai bidang salah satunya adalah
pengadaan kolam lele di

rumah Penyandang Tuna

Grahita. Pembangunan

Sa kepemimpinan Kepala Desa Eko
Pengaspalarj@glan-jalan
Poros Desa, B@Silitas
Pertanian dafllrigasi

Pertanian (S@ihur Dalam),

P

ONO R OGO

Pembangunan Lapangan

Futsal, Bulutangkis, MCK
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umum, Pembangunan Gapura masuk dukuh, pengadaan
lampu penerangan di semua

RT seluruh Desa

Karangpatihan. Penggalian

an pembangunan dan

angunan Desa Karangpatihan

adanya warga masyarakat banyak ya

elatihan dalam bidang Pembangunan

h LKD, tetapi

embangunan

rus m
nilai selalu an

pemerlnta rsebut (ADD dan DD; mbangunan Desa
semakin bertambah baik pembangunan Infrastruktur maupun

non fisik dan semua itu tidak terlepas dari penunjang dari

N 2 N
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warga masyarakat yaitu swadaya berupa tenaga.
Pembangunan dibidang pertanian juga semakin berkembang,

utamanya telah terbentuknya Gapoktan (Umbul Rejo) dan

beberapa Kelompok berada di 4 Dukuh. Maka petani

bisa terkoordijg 8ecara baik d@

mengenPerﬁ]gﬂn ﬁa )R dﬁulﬂdew tujuan

kesejahteraan masyarakat.

1. Kondisi Desa
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a. Kondisi Geografis Desa Karangpatihan.

Secara geografis Desa Karangpatihan terletak pada posisi

paling barat di Kecamatan Balong berbatasan dengan

Kabupaten Pacitan_di inggian desa ini adalah

a mencapai 2.400 mm. Curah hujen ter

lan Desember hingga mencapai 405/0@8nm yang

kan curah hujan tertinggi selama kuru

Barat berbatasan demg Negara Kabupaten Pacitan Di

Seb Sel Sc an dut Kecamatan
Balo kan di la rbatas engan Desa
Sum jo

JB( tQuMsQraﬁ%tg keMu kggkecamatan

adalah 7 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15

Menit Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah

] 2
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22 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 45 menit.

Desa Karangpatihan terletak di sebelah Selatan sekitar 22

km dari kota Ponorogo. Desa Karangpatihan memiliki luas

1336,6 ha dengan k e ilayah yaitu sebelah utara

C. Pelaksanaan Pembangurt ahteraan Masyarakat Desa

Karangpgiililan lo b 0go
Pelaksa b n hteraan [@syarakat di

Desa KanpﬁaWCﬁtaﬁkﬁKﬁpa@Donorogo,

merupakan bagian integral dari upaya untuk meningkatkan

kualitas hidup dan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat desa.
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Sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan otonomi luas bagi

desa dalam mengelola potensi sumber daya, desa Karangpatihan

memiliki peran penting d acang dan melaksanakan

program pembang perbasis keb

pembangun; yfrastruktur fisik,

peningk mberdayaan

nomi yang

program ban j det
mencak 0 umb ya alam, serta
sumber k ra emetaan dan

pemaann ﬂbﬂannﬂsﬂsﬂa ﬂ'nal bertujuan

untuk mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Dengan memaksimalkan sumber daya

N 2 N



yang dimiliki, Desa Karangpatihan diharapkan mampu
mengimplementasikan program pembangunan yang berkelanjutan

dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tabel 3.1 Daftar Sumber D gunan Desa Karangpatihan

NO SATUAN
1 Aset Dg
1.1 : Kotak
1.2 Pemerintah Desa Kotak
1.3 3 Desa Buah
1.4 Buah
1.5 buah
1.6
1.7
1.8
1.9 Ha
1.10 Ha
Kelo
2 Des3 _
2.1 BU buah
2.2

Kelo f Kelompok
~ L el F
o TN

h

3.1 Ri T
3.2 RW 8 | RW
3.3 Karang Taruna 1 | Kelompok
3.4 | PKK | i | Kelompok
3.5 |LPMIBN 4 W k Kelompok
4 Keugiar |
41 | Pen@i@flat3 Desz | W21.548.008M Rupiah
4.2 Ha Anah X 5.560.0088F Rupiah
2N O R QoG
4.4 Has#BU S .008.0 Rupiah
4.5 Hasil Aset Desa Rupiah
4.6 Tambatan Perahu Rupiah
4.7 Pasar Desa 5.000.000 | Rupiah
Hasil Swadaya dan Gotong
5 royong masyarakat

] 2



5.1 Hasil swadaya masy Rupiah
Lain - lain Pendapatan Asli
6 Desa yang sah 6.900.000
6.1 Pungutan Desa
7 Aset prasarana umum
7.1 Jalan 29 | KM
7.2 Jembatan 9 | BUAH

8 Aset Prasarana pejg

8.1 Gedung Paud

8.2

8.3

8.4

9.1

Kelompok

9.2

9.3

9.4 y Air Bersih

10 asarana ekonomi

10.1

10.2

11

11.1 Kelompok

Kelompok

oleh Desa K ' '

kegiatan pe . i tensi sumber
daya manusigiepe i
diberdayakarids o BeINEn B UL, s€B e imy €I, seperti

lahan pertanian dan sumber air yang menjadi fondasi utama ekonomi

desa; serta sumber daya infrastruktur, termasuk jalan, fasilitas
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kesehatan, dan pendidikan yang menjadi penunjang aktivitas

sehari-hari warga.

Pemahaman yang mendalam gnengenai ketersediaan dan kondisi

sumber daya ini sangat pe ancang program

pembangunan yang g dan berkelanjuta

mengoptimalkag ber daya yang ada, Desa Kaf@llgpatihan dapat

mencapai tuj pembangunan yang lebih inklusif da@llinampu

tuhan dasar masyarakat. Melalui pemdRifaatan yang

strategis, pof@isi ini diharapkan dapat meningkatkan K@i@litas hidup

warga, menglil@ngi kesenjangan, serta mendukung ke§@fahteraan

jangka panja

Selain it h saranan

prasarana ya

terutama

fM. Kami berharap ada

ak ang bertani
h

"ARer&i Na ﬂ\aRkuﬁ,J, G‘tagdi musim

kemarau. Kami masih mengandalkan sumur-sumur warga.

yang menuju area

Tapi alhamdulillahnya pak eko sudah membangun sumur

N 2 N



bor mbak untuk kita yang kekurangan air jadi sangat

membantu sekali”.

"Di desa ini ada posyandu dan puskesmas pembantu, tapi

fasilitasnya terbajg a yang butuh perawatan lebih

serius, biag matan. Kami berharap

esehatan bisa lebih lengkap esa, jadi warga

berlu jauh-jauh”.

arangpatihan
oleh

nya untuk
kelebihan

eko juga membangun Rumah Harapan
Batik Ciprat Karangpatihan itu diprod
jrajin disabilitas desa Karangpatihan g
gembangkan batik sendiri juga mengas
disabilitas”.

awancara tersebut dapat disimpulka@i#@da warga

yang pua

Karangpatihan Kecama

P a a
Karangp@iifla mata 0go, memiliki
perananPateiis N m j serta

kesejahteraan masyarakatnya. Seiring dengan implementasi

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa



Karangpatihan memperoleh kewenangan lebih dalam

pengelolaan dan pemanfaatan dana desa untuk pembangunan

berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Sarana

. Bab ini akan membahas secara men¢
n pembangunan sarana prasarana di D

an, mencakup jenis-jenis pembangundiyang

dilakuka@@8trategi implementasi yang diterapkan, §8rta tantangan

memadai

ng bertujuan
masyarakat

dg Sng idika daﬁs&yﬁﬁ?ﬁﬁg

dibutuhkan oleh masyarakat desa, sehingga pembangunan
yang berkelanjutan menjadi sulit dicapai”




Lalu jalan apa yang bapak ambil ketika kekurangan dana

untuk pembangunan Desa pbatihan?

“Kita ambil dana n 2025 mbak”

Pring ansparansi merupakan aspek p@fiiing dalam

siyasah yah, di mana pemerintah harus terbuk@dalam

pengelol@@n anggaran dan pelaksanaan pembang@ilian. Hal ini

diwujudif§@R dengan pelaporan anggaran yang jelag@8ehingga

masyaralk@t dapat memantau penggunaan dana d

Tabel 3.2 Ang@@kan Pendapatan dan Belanja Desa Karafil@patihan tahun

Pendapatan Anggara

Pendapatan As|Peg
D -

A

PBHTB
PBK

dlld U >

DLL .997.539,00

Jumlah Pendapatan p. 2.044.332,289.00

Y,

A
Befana I & T I

Bidang Penyelefi@i§ara erinta RS2 8 M815.806,22

Desa

Bidang Pelaks n N 0@-a80
Pembangunanﬁao N 0 FR ﬁ @ 6
Bidang Pembinaan Rp. 195.300.000,00
Kemasyarakatan

Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. 75.273.963,00

Bidang Penanggulangan Bencana, | Rp. 122.400.000,00
Darurat dan Mendesak Desa

] 2



Jumlah Belanja Rp. 2.248.309.849.22
Surplus Defisit Pembiayaan Rp. 203.977.560,22
Silpa Tahun Sebelumnya Rp. 203.977.560,22

APBDES Karangpatihan dia p untuk mendukung berbagai

}es penyusunannya, pemerintah desa K
mengikutsertak@fl masyarakat melalui musyawarah desz
menentukan s prioritas kegiatan yang akan dilaksang
dilakukan agar i b an dan
aspirasi masya aransi dan ntabilitas

dalam pengelolz

keuangan ya nberdayaan

kesejahteraan ke ' k mengetahui

lebih lanjut, pe ito selaku

perangkat desa aranEiatl er asa ah anggaran tersebut.

t
“Untuk anggaran yaN;urang itu kita ambll anggaran di tahun
2025 mbak, di tahun 2024 ini yang belum dibangun kurang satu
titik di RT 01 RW 01 Blibis, karena kekurangan dana jadi yang
penting itu ada orang yang mau bandani siapa karena butuh uang,
kalau masalah SPJ dibuat tahun depan itu ga masalah”.

N 2 N
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“Untuk APBDES itu anggaran fisik mbak masalah anggaran real
nya itu nanti waktu SPJ karna kadang perencanaan sama real nya
itu beda bisa jadi dananya membengkak atau menyusut”.

Selain itu peneliti juga menanyakan ke warga pandangan mereka tentang

penggunaan anggaran desa selag

"Biasanya
dipajang
karangp

"Secara @um sudah baik, tapi kami berharap ada
anggaraflintuk fasilitas umum yang bisa digunak
orang, sépeérti ruang publik atau perbaikan jalan m

pih banyak
oleh semua
ju

garan menurutku sudah terbuka mbk tapkkatanya

karna kurang

partisipatif, da u [ kat. Warga
mengakui bah iglihakan untuk
pembangunan j ast&%tu ili

kesehatan, dan pendidikan. Namun, beberapa warga masih merasa

kurang dilibatkan dalam proses perencanaan dan alokasi anggaran,

terutama dalam tahap musyawarah desa.

N 2 N
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Dari wawancara, terlihat pula keinginan warga agar ada
pemanfaatan anggaran untuk pengembangan kapasitas masyarakat,

seperti pelatihan keterampilan dan peningkatan fasilitas umum yang lebih

merata di seluruh dusun. Hal ini an aspirasi warga untuk

pemerataan manfaat peg gunan di setiap ah desa.

Secara keselu , masukan warga ini mengindi§@sikan pentingnya

transparansi dag desa.

Dengan demiki@ij pemerintah desa diharapkan dapat leb endekatkan

warga pada prg88s perencanaan dan pelaksanaan anggaf@h, sehingga

seluruh prograni@embangunan benar-benar dapat menjdii@b kebutuhan

masyarakat ser| endorong rasa memiliki dan partisipa8laktif warga

dalam pembang
Bapak Eko
behg

nemiliki sarana pia

perbaikan infrastruktur yang

seperti perbaik lan o). p
bagi masyarak s mung a
produk lokal ke ar t e n.

baik juga meni@t@nﬂt@asﬂgl@lﬁm@kses layanan

kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum lainnya.

Pembangunan Jembatan yang fungsinya untuk Menghubungkan

N 2 N
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wilayah yang terpisah oleh sungai atau jurang, sehingga
mempermudah akses antarwilayah dalam desa atau ke desa tetangga.

Jembatan juga berperan penting dalam mempersingkat waktu perjalanan

dan meningkatkan aksesibilita araan dan pejalan kaki.

Fasilitas Air Bersih 4§ {r Bor, Instalasi ih) berfungsi untuk

Menyediakan akse gutuhan sehari-

hari masyaraka perti memasak, minum, dan kebersi Fasilitas air

bersih juga me@Bantu meningkatkan kesehatan masyardi@t dengan

mengurangi risjié8 penyakit yang disebabkan oleh air yan@ilidak bersih.

Kades Eko Muly@@li bangun 9 Sumur Bor untuk mengatasiiekeringan di

desa tersebut.

krisis air

hwasan lereng

gu.” ujarnya.

Desa karangpatihan di
Prongos dan G
Berkat inisiatif
nasional kategrrf> oﬂ‘n lﬁnaﬁl lﬁenﬂanﬂlgk an Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia pada tahun 2022. Upayanya dihargai

karena berpengaruh besar dalam mengatasi krisis air bersih di desanya.

N 2 N
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Listrik Desa atau Penerangan Jalan Umum (PJU) yang berfungsi
untuk memberikan penerangan di malam hari, yang meningkatkan

keamanan dan memfasilitasi aktivitagekonomi masyarakat pada malam

hari. Akses listrik juga mend gkonomi, pendidikan, dan

kesehatan dengan meg dkan energi yang da digunakan untuk

berbagai keperluag

Posyandu 5 Pelayanan Terpadu) dan Puskesmas bantu yang

berfungsi untul@@emudahkan masyarakat dalam mengakSés layanan

kesehatan dasaléeperti imunisasi, pemeriksaan kehamif@h, dan

penanganan ke§@hatan anak. Posyandu berperan pentingi@lalam

pemantauan ke s pembantu
melayani kebut is ri Silltas kesehatan

yang lebih besa

dan budaya, asyarakatl. Bedai desa

juga berfungsi ntuk bilan keputusan
bersama meng h

Irigasi Pert n ukung aKiWitas pertanian
dengan menyeﬁaﬂseur )Q nnmﬂntﬁaﬂ dan ladang.

Sistem irigasi membantu meningkatkan hasil panen dengan memastikan

tanaman mendapatkan suplai air yang cukup, terutama di musim

N 2 N
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kemarau.

Lapangan Olahraga yang berfungsi untuk memberikan fasilitas bagi

masyarakat, terutama anak-anak g aja, untuk berolahraga dan

Pasar Dess ekonomi

ng berfungsi untuk memfasilitasi kegi

dengan menyedi@kan tempat bagi masyarakat untuk merjjiial dan
membeli baran@iebutuhan sehari-hari. Pasar desa mempahtu
mendukung per@Bonomian lokal dan mempermudah aks@8imasyarakat

terhadap produ

abstrak, binata imnya, serta

menggunakan metode kombina$ Fatik ciprat dan batik tulis

sehingga men ilk ni k iprat
Karangpatihan (o] olehp ji aBilitas des rangpatihan
yang dibina Ru Har r t .

PONOROGO

Dan yang terakhir di desa karangpatihan telah melaksanakan
pembangunan kamar mandi kurang lebih 50 kamar mandi yang sudah

dibangun yang merupakan program dari Sanitasi Perdesaan (Sandes).

N 2 N
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Kamar mandi tersebut untuk orang yang kurang mampu agar memiliki

kamar mandi yang layak untuk digunakan.

Bapak Kepala Desa Karangpatihag dulyadi membuat kebijakan

a karangpatihan

ngan undangan

a dengan
karangpatihan
gan harapan
dan tidak

g tidak keluar

emajukan UMKM Desa Karangpati
beli produk dari luar agar pemutaran
desa itu sendiri”.

Pemerin{@h desa berharap seluruh warga menduk@ifig UMKM Desa
Karangpatihan ilib Kol k s5nya untuk
acara-acara pe

layanan catering ekonomi tetap

masyarakat de

ANALISIS PlKQNI ESA K NGPATIHAN

keCAMATANIER LA KINUAGEN BdN dRSc dpp LA DPERSPEKTIF

UNDANG UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN SIYASAH

MALIYAH

N 2 N
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A. Analisis Pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat

Desa Karangpatihan Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 Tentang Desa Dan Siyasah Maliyah

lokal, dengan

tujuan 3. Dalam
konteks Bvan sebagai
perspekt pengelolaan
sumber dale i3 aan

memberikan kerangka

danimp ntasj uné ji
pelaksa angun S at Desa
Karangp@tilfilan isi

bagaimaPpﬁpNJL&am @ipﬂnsﬁyaséh

Maliyah dalam pengelolaan dana desa mempengaruhi pencapaian

tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
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Pembangunan desa harus memastikan bahwa setiap warga
mendapatkan manfaat secara merata. Dalam perspektif Siyasah

Maliyah, pemerintah desa harws menjalankan fungsi

Berdasarkan Pasal t (
menya a rasi a an maupun
tertulis, a b i kegi emerintahan

Desa, pePsaw Nbﬂmweﬂnﬂke“yarakatan,

dan pemberdayaan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan akan

ditampung dan dibahas melalui musyawarah dengan baik. Sesuai



dengan Pasal 79 ayat (1), Pemerintahan Desa menyusun
perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangan

yang dimiliki, dengan merujukgada perencanaan pembangunan

Kabupaten atau Kota.

dimulai dengan tahap'® yaitu modus

dusun), sebagaimana diatur dalaf@Rasal 54 ayat (1),

yang mefiebutkan bahwa Musyawarah Desa adal@hi forum diskusi

yang dii oleh Badan Permusyawaratan Desa, P@erintah Desa,

masyarakat Desa untuk membahas hal¥hal strategis
elenggaraan pemerintahan Desa. Tahg@i§elanjutnya

a) yang

mengutamakan manfaat 08 Fluhan masyarakat, serta

memper a g di
D n Desa E ulyadi

menekaPn [ﬂinﬂa Byanalﬁsaﬁlbaw'ara utama

untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Proses pembangunan

1

S

desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2), dilaksanakan



=

oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh
masyarakat Desa dalam semangat gotong-royong. Artinya, semua

warga memiliki kesempatan ugtuk berpartisipasi langsung atau

terlibat dalam proses p ahap terakhir dalam

pembangunan g pengawasan, yang hanya dilakukan

lalam proses

ak Gito selaku

berbagai

ghgpatihan mempunya| tugas
pesar untuk memajukan

l mat dilihat dari

beberap em%ngnb% R’y Qemﬁillﬁan disetiap

tahunnya di Desa Karangpatihan. Sejauh ini Desa Karangpatihan

sealiknya Kepalad
dan tanggung jawab

sudah melaksanakan program desa dengan baik.

2



Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa menurut
aparatur desa serta masyarakat Desa Karangpatihan bahwa kepala

Desa Karangpatihan sudah tegas dan cekatan dalam mengambil

peneliti,
melaksa

Desaya

peningkatan kesejahteraaf

kebijakaf@kon m, uj
sumber untuk a t
keadilan, ak a e[amter ®Dalam hal ini,
siyasah ﬂiygap%egarﬁbagargsags dan

normatif bagi pengelolaan dana desa dan alokasi sumber daya

an prinsip

yang tepat untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan

2 -



kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan desa, yang diatur dalam Pasal

78 Ayat (1) Undang-Undang ar 6 Tahun 2014, mengarahkan

okasi
ang berkeadilan, transparan, serta berd@pak langsung
hhteraan warga. Misalnya, dalam konte

an, dana desa dapat digunakan untuk

fasilitas

pendidik:

masyara
pFang tersedia

secara e n dan amanah dalam
Islam.
a kepala a dalam

pembanﬂarﬁe ergrrBarQ nﬁeﬂkan peran

kepala desa sebagai pemimpin yang bertanggung jawab dalam

pengelolaan keuangan desa sesuai prinsip syariat Islam. Siyasah

N 2 N



Maliyah, yang berarti kebijakan ekonomi atau pengelolaan
keuangan dalam Islam, bertujuan untuk mencapai kesejahteraan

umum (maslahah ammah) mgilalui alokasi sumber daya yang adil,

transparan, dan berori paslahatan masyarakat luas.

Prinsip ini memp landasan etis bagi&pala desa dalam

menjalanka gasnya agar pengelolaan keug desa, termasuk

dana de dak hanya efisien tetapi juga sesuai @@khgan nilai-nilai

Islam sep@rti amanah, transparansi, dan keadilan.

Agai pemimpin dalam konteks ini, kepal@@esa memiliki

wab untuk memastikan bahwa setiap K@bijakan yang

an masyara

sebagai

anggara i uran warga

desa. Per @eNarﬁanRalﬁsGen@dari

pemborosan, penyalahgunaan anggaran, atau tindakan koruptif

yang dapat merugikan masyarakat.



Dengan menerapkan Siyasah Maliyah, kepala desa
diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

secara berkelanjutan dan mengoptimalkan potensi ekonomi yang

a mereka

a kebijakan yang diambil sejalan def@i@én nilai-nilai

berorientasi pada kebaikan bersama.

elaksanaan Pembangunan Sarana Pras@ana Desa

an Perspektif Undang Undang Nomor @8 ahun 2014

masyaraP Dc’n Nrteﬁnmbﬂu“saﬁ\ prasarana di

Desa Karangpatihan juga dilihat dari perspektif Siyasah Maliyah,

yaitu suatu konsep yang menekankan pengelolaan sumber daya



keuangan yang bertanggung jawab dan berkeadilan untuk
kesejahteraan umat. Bab ini akan menganalisis bagaimana prinsip-

prinsip yang terkandung dalagaUndang-Undang Desa dan Siyasah

ang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tenta
mpak yang signifikan terhadap perke ngan Desa,

Desa lebih mandiri dengan fokus pad

ualitas hidup

yang lebih

melaksanakan pembangu pbinaan kemasyarakatan, serta

pember an S n sebagai
Kepala , berta aBldngsung [@tés
penyele raan n n p anguna™di Desa.

PONOROGO

Bapak Gito selaku perangkat Desa Karangpatihan

mengatakan bahwa adapun pembangunan sarana prasarana di



L

tahun 2024 yang sudah terealisasikan di Desa
Karangpatihan yaitu pembangunan jembatan, pengaspalan jalan,

cor jalan, museum batik rumafharapan, pembangunan kamar

mandi kurang lebih 5Q ang sudah dibangun yang

merupakan prog Qari Sanitasi Perd€ Sandes) dan talud.

dari batu kali

Talud adal ding penahan tanah yang terD

atau betgfilang disusun untuk mencegah erosi d

S@Bagaimana hakikat kepemimpinan menufflll islam yaitu

seorang impin harus melayani dan tidak me a untuk

dilayani.i¥@ka kepala desa dituntut untuk bertang@ing jawab atas

tugasnya g jawab

tersebut a tetapi juga

ggung jawab

di pertan

dipimpin. Melainkan lebih 8 yang dimaksud tanggung jawab

disini ad le as n ntuk
mewuju hteraa i k§@ng dipi .

Hpnﬂaw s]ﬁalﬁliﬂdﬂelﬁnaan

pembangunan sarana prasarana desa Karangpatihan dapat dilihat

dalam konteks peran pemerintah desa dalam pengelolaan

N 2 N



keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Siyasah Maliyah, sebagai cabang ilmu

dalam hukum Islam yang memabahas tentang pengelolaan

maslahah atau kemaslaha , di mana setiap dana yang

dikeluar nuhi

kebutuh asyara , jembaf@hl, dan fasilitas
publik la a Ha si pemeMAtah sebagai
pemega amaniat @k”gﬂ ﬁyﬂat am mengelola

sumber daya yang ada untuk kepentingan bersama.



Selain itu, Siyasah Maliyah juga menekankan pentingnya
transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan

publik, termasuk di tingkat deg@. Di Karangpatihan, pelaksanaan

pembangunan saranag an dengan melibatkan

iptakan kepercayaan masyarakat terhd@i@p pemerintah

desa dafhemastikan bahwa pembangunan yang @illakukan benar-

ampak positif bagi kesejahteraan warg:s

berbug ii omi dalam

an sumber

islam, bef@lfuan mengat a publik untuk

m.dengan prinsip ke kmuran dan

patihan tidak

member
masyar 3 h yang
berprinsi adila

keterlibdtan mg rﬁ‘t de ﬁ'ap%a[ﬁmggunan telah
memastikan bahwa pembangunan infrastruktur seperti jembatan,

jalan dan fasilitas lain dapat menjawab kebutuhan dasar

2 -



masyarakat Desa Karangpatihan. Dengan melibatkan
sumber daya lokal dalam pembangunan, desa tidak hanya

memperkuat perekonomian |gkal, tetapi juga menciptakan dampak

gpatihan

2 pelaksanaan pembangunan di Desa K@fangpatihan,

a terlih

anggaran harus memberiKa

Selain it n
juga me r
meningk’ n ku

PONOROGO

BABV
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pg asan dan analisis dalam skripsi

ini, dapat ditarik kegi

¥haan pembangunan kesejai@igan masyarakat di

desa karangpatihan telah

kemajuan yang signifikan mel@ilii penerapan

prinsip-prinsip undang undangifio 6 tahun

2014 tentang desa dan pendef@tan Siyasah

Maliyah. Bunyi Pasal 78 ayat

()

ebutuhan dasar, pembangunan

ar esa; gembangan
(o) i |IOK&|, serta anfaatan
aﬁaﬁan&klﬂan secara

berkelanjutan”. Siyasah Maliyah yang berbunyi

kebijakan ekonomi dalam islam, betujuan
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mengatur keuangan dan sumber daya publik untuk
kemaslahatan umum dengan prinsip keadilan,

kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Oleh

peningkatan kesejahteraan m@8yarakat secara

berkelanjutan.

laksanaan pembangunan sarana prasdf@na di Desa

ang undang

masyarakat

P O NO R ¢y {yo e

ekonomi, sosial, dan pelayanan dasar

masyarakat. Siyasah Maliyah yang berprinsip
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keadilan, tranparansi, dan akuntabilitas, serta keterlibatan
masyarakat dalam setiap tahap

pembangunan, telah memastikan bahwa

infrastruktur seperti jembatan,

dan fasilita dapat menjawab
kebutuhan dasar masyaf@ket Desa
Karangpatihan. Dengan me kan sumber
daya lokal dalam pembangun@iilj desa tidak
hanya memperkuat perekonori&én lokal, tetapi
juga menciptakan dampak poSiif yang
berkelanjutan bagi kesejahte masyarakat.
si kebijakan
prinsip

pada

tujuan ngunan yang adil dan merata di

n ih
B. Saran

SEQE&QWNOQ Uﬂnﬂs&i ﬂ

direkomendasikan hal-hal seperti berikut:

1. Optimalisasi Musyawarah Desa: Musyawarah desa yang

N 2 N



inklusif perlu diadakan lebih sering dan terbuka untuk semua
golongan masyarakat, agar semakin banyak

aspirasi yang terwadahi. Dengan partisipasi

uhan prioritas desa dapat
teridentifika sesuai dengan aspirasi

masyarakat.

atan Transparansi dan Pengawasar@lkansparansi

dapat lebih ditingkatkan mela

pelaporan

berkala yang mudah diakses m@syarakat, baik

secara langsung melalui forurfiliesa atau
melalui platform digital. Hal i

n

P O Ngﬂsaﬁ@inﬁf\ﬂ@jak lembaga

terkait untuk mendampingi warga dalam

pengelolaan usaha juga dapat menambah
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keberhasilan program UMKM.

4. Pembangunan Berkelanjutan dan Pemeliharaan Fasilitas:

Selaiin membangun infrastruktur baru,

berkelanjutan serta mengura

perbaikan jangka panjang.

5. Peri@@mbangan Kapasitas SDM Desa: Mengd@i@kan pelatihan

rutin bagi perangkat desa daldafl aspek

administrasi, manajemen keu@higan, dan

sturiyah akan

pemerintah
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